
c. bahwa be saran . 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional, besaran Tunjangan Komunikasi 

Insentif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD 

dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua 

DPRD dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan 

Perattiran Kepala Daerah; 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan 

Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional 

bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Ka bu paten Ba tang Hari, perlu dilakukan 

perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah 

Kabupaten Batang Hari; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BATANG HARi, 

TENTANG 

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN TUNJANGAN RESES 

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARi 

TAHUN ANGGARAN 2019 

PERATURAN BUPATI BATANG HARi 
NOMOR : ~\ TAHUN 2018 

BUPATI BATANG HARi 
PROVINSI JAMBI 

ACER
SALINAN



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko 

dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2755); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan 

Komunikasi Intensif dan Tunjang Reses Bagi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Batang Hari Tahun Anggaran 2019. 
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10.Peraturan . 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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15.Peraturan . 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1067); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada 

DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 
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4.Pimpinan DPRD . 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA 

OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG 

HARI TAHUN ANGGARAN 2019 

DAN INSENTIF KOMUNIKASI 

BE SARAN TENTANG BUPATI PERATURAN 

TUNJANGAN 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 

2006 Nomor 5); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 

2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 825); 
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BAB III . 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk dijadikan dasar 

penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses bagi 

Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO Pimpinan DPRD. 

Pasal 3 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian 

hukum dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif 

dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO Pimpinan 
DPRD. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari. 

5. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD 

Kabupaten Batang Hari. 

6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk 

menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan 

berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan 

komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD. 

7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan 

untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD. 

8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses 

kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD. 

9. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana 

yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang 

kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan 

kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil 

Ketua DPRD sehari-hari. 
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Bagian Kedua . 

REALI SAS I 
URAIAN 

TAHUN 2016 TAHUN 2017 RATA-RATA 

PENDAPATAN UMUM DAERAH : 

Pendapatan Asli Daerah Rp. 73.516.765.629,51 Rp. 87.929.338.842,96 Rp. 80. 723.052.236,24 

Dana Bagi Hasil Rp. 162. 728.403.062,00 Rp. 141.032.568.330,00 Rp. 151.880.485.696,00 

Dana Alokasi Umum Rp. 610.908.015.000,00 Rp. 605.739.426.000,00 Rp. 608.323.720.500,00 

JUMLAH Rp. 847.153.183.691,53 Rp. 834.701.333.172,96 Rp. 840.927.258.432,24 

BELANJA APARATUR : 

Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 409.793.675.066,00 Rp. 379.560.439.687 ,00 Rp. 394.677.057.376,50 

Tambahan Penghasilan PNS Rp. 47.143.228.914,00 Rp. 41.115.218.692,00 Rp. 44.129.223.803,00 

JUMLAH Rp. 456.936.903.980,00 Rp. 420.675.658.379,00 Rp. 438.806.281.179,50 

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan data realisasi APBD 

2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. 

(2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

(3) Data Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Aparatur Sipil Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagaimana tabel dibawah: 

Pasal 5 

(1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pemberian Tunjangan 

Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

serta DO Pimpinan DPRD dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum 

Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara. 

(2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. 

(3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas belanja gaji 

dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. 

BAB III 
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Dasar Perhitungan 

Pasal4 
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(2) Pemberian Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukar 

dengan ketentuan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah, yaiti 

sedang, paling banyak 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD. 

(1) Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD. 

Pasal 9 

(3) Tunjangan Komunikasi Intensif untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 

sebesar 5 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,- 

(2) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan ketentuan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan 

daerah, yaitu sedang, paling banyak 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua 

DPRD. 

(1) Tunjangan Komunikasi lntensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD. 

Pasal 8 

BABIV 
PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN TUNJANGAN RESES 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN 
DPRD 

Pasal 7 

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan 

Pasal 6, Kabupaten Batang Hari termasuk kedalam Kelompok Kemampuan 
Keuangan Daerah Sedang. 

(Rp. 840.927.258.432,24 - Rp. 438.806.281.179,50) = Rp. 402.120.977.252.74 

Bagian Kedua 
Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah 

Pasal 6 

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka 

besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagai tolok ukur penentuan pemberian 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD serta DO Pimpinan DPRD : 

Kemampuan Keuangan Daerah = Pendapatan Umum Daerah - Belanja Pegawai 
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(2 )Berdasarkan . 

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung 
pencairan DO sebesar 1 / 12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahur 
anggaran kepada pengguna anggaran. 

Pasal 11 

BABV 
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

DANA OPERASIONAL 

b. W akil Ketua D PRD masing - masing se besar 2, 5 x Rp. 2. 100. 000, - 
Rp. 5.250.000,- 

a. Ketua DPRD sebesar 4 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 8.400.000,- 

(4) Besaran dana operasional ditentukan sebagai berikut: 

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional 

lainnya dan pertanggungjawaban penggunaan dana operasional disertai 

dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. 

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya 

atau disebut lumpsum dan pertanggungjawaban penggunaan dana 

operasional dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional; dan, 

(3) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan; 

(2) DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan 

berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, yaitu : 

a. untuk Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali Uang 

Representasi Ketua DPRD, dan 

b. untuk Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 2,5 (dua 

koma lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD. 

(1) DO Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua 

DPRD. 

Pasal 10 

(3) Tunjangan Reses untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 

5 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,- 
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(4)Pimpinan DPRD . 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO. 

(3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal lC 

huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. 

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani 
pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan 
peruntukannya. 

Pasal 13 

(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) 

mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. 

(1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimakud dalam Pasal 11 ayat (4) 

melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah 

ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. 

Pasal 12 

a. daftar penerima DO; dan 

b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang 

menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya. 

(4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO 

berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah 

sekretariat DPRD. 

(2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran 

mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 

1/ 12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada 

bendahara umum daerah. 

(3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

melampirkan : 
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BERITA DAE . H KABUPATEN BATANG HARi 
TAHUN 201 ·NOMOR: 6S- 

Diundangkan di Muara Bulian 
Pada Tanggal ,._ -L-f - r o - 2 O 18 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARi 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal : 

l,suPATIBA 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari. 

BABVI 
PENUTUP 
Pasal 15 

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun 

anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat 

dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah. 

Pasal 14 

(4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara 

pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 

(5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan 

DO bulan berjalan. 

(6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan 

berikutnya. 
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